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PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN
PEMERINTAH (APIP) DENGAN INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL
(IACM) PADA INSPEKTORAT PERPUSTAKAAN NASIONAL .

142 Halaman, 5 bab,xvi, 8 tabel, 5 gambar, 10 lampiran
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peningkatan Kapabilitas Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Internal Audit Capability Model
(IACM) PADA Inspektorat Perpustakaan Nasional.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang meliputi enam
aspek, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional,
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, dan
Struktur Tata Kelola. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, telaah
dokumen, dan observasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam aspek yang diteliti ditemukan 3
aspek sudah sesuai dengan IACM, sedangkan 3 aspek baru memenuhi sebagian
standar level 3 kapabilitas APIP IACM, vyaitu aspek Peran dan Layanan APIP,
aspek Pengelolaan SDM dan Aspek Praktik Profesional

Untuk itu disarankan Inspektorat Perpustakaan Nasional melakukan rencana
tindak yang direncanakan untuk periode pelaporan berikutnya, serta hambatan dan
permasalahan yang dihadapi.

Kata kunci: APIP, Internal Audit Capability Model (IACM), Peran dan Layanan,
Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan
Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, dan Struktur
Tata Kelola
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CAPABILITY MODEL (IACM) IN THE NATIONAL LIBRARY
INSPECTORATE
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This study aims to find out the Increase of the Capability of the Government
Internal Supervisory Apparatus (APIP) using the Internal Audit Capability Model
(IACM) at the National Library Inspectorate.

This study uses a descriptive qualitative method, which includes six aspects,
namely Roles and Services;, HR Management, Professional Practices,
Accountability and Performance Management, Culture and Organizational
Relations, and Governance Structure. Data collection was carried out by way of
interviews, document study, and observation.

The results demonstrate that out of the six (6) aspects that were being studied, two
(2) aspects were found to already be fully in accordance with the IACM, while the
other four (4) aspects were only partly in compliance with the level 3 standard of
IACM's APIP capabilities, namely the aspects of the Role and Services of APIP,
of HR Management, of Professional Practices, and of Performance Management
Accountability.

Therefore it is recommended that the National Library Inspectorate carry out the
action plan that is planned for the next reporting period, including the obstacles
and problems that might be encountered.

Keyword : APIP, Internal Audit Capability Model (IACM), Service and Role
of Internal Auditing, People Management, Professional practices,
Performances Management and Accountability,Organizational
Relationship and Culture, and Governance Structures
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BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Maraknya isu korupsi di pemerintahan dan pemberitaan di media massa
menjadikan masyarakat saat ini semakin rasional dan kritis dalam menilai kinerja
pemerintah dan profesionalisme aparatur. Semakin meningkatnya tuntutan
masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan
akuntabel direspon pemerintah dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Dalam Perpres 81 Tahun 2010, misi reformasi birokrasi berdasarkan grand
design reformasi birokrasi 2010-2025 antara lain melakukan penataan dan
penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur,
pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set.
Dalam bidang pengawasan, reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, serta
nepotisme.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara
merupakan suatu kebutuhan yang mutlak. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-
kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di dalamnya
kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan

dalam bentuk penerapan prinsip good governance.



Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk
mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel, dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). PP 60 Tahun
2008 merupakan salah satu tonggak penting dalam upaya mewujudkan
pemerintahan dengan tata kelola yang baik (good governance) dan pemerintahan
yang bersih (clean government).

Menurut PP 60 Tahun 2008, peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) yang efektif harus memenuhi: (1) Memberikan keyakinan yang memadai
atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, (2) Memberikan
peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan (3) Memelihara dan
meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah.

Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAAIPI) : APIP
adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan
pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Unit pengawasan intern pada
Kementerian Negara, Inspektorat Utama/lnspektorat Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Inspektorat unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga

Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan



unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Permasalahan terhadap tata kelola pemerintahan,
yang saat ini sedang terjadi seperti penyimpangan, kecurangan, baik yang
berujung pada korupsi maupun penyimpangan manajemen lainnya (kinerja yang
buruk) dan permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dipengaruhi oleh
efektivitas peran APIP dalam suatu organisasi pemerintah. Efektivitas peran APIP
dipengaruhi oleh tingkat kapabilitas APIP, kualitas pengawasan dan dukungan
pemangku kepentingan (Santosa et al, 2016). Salah satu alat yang dapat dipakai
untuk mengukur efektivitas peran APIP ialah dengan menggunakan model
penilaian yang disebut IACM. Namun kondisi kapabilitas APIP masih rendah,
capaian peningkatan kapabilitas apip sampai dengan triwulan 111 tahun 2016 APIP
yang berada pada level | (Initial) sebesar 67,78 %, pada level Il (infrastructure)
sebesar 30,31%, dan pada level Il (Integrated) sebesar 1,91% dari jumlah total
628 APIP yang ada (paparan grand design peningkatan kapabilitas APIP pada
workshop nasional AAIPI Tahun 2016) .Hal ini juga di ungkapkan sebelumnya
oleh BPKP di dalam rapat koordinasi nasional (RAKORNAS) pengawasan intern
pemerintah yang dihadiri oleh Presiden pada tanggal 13 Mei 2015 di Jakarta
(BPKP, 2016) yang kemudian di turunkan menjadi Peraturan Kepala BPKP
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah Tahun 2015-2019. Hasil penilaian kapabilitas APIP yang
dilakukan BPKP pada tahun 2014 terhadap APIP pada kementerian/lembaga/

pemerintah daerah (K/L/D), menyatakan bahwa APIP yang berada pada level |



(Initial) sebesar 85,23%, pada level Il (infrastructure) sebesar 14,56%, dan pada
level 111 (Integrated) sebesar 0,21%.

BPKP telah melakukan penilaian kapabilitas APIP pada Inspektorat
Perpustakaan Nasional sebanyak 2 (dua kali), yaitu pada tahun 2015 dan tahun
2018. Menurut laporan Hasil Evaluasi Internal Audit Capability Model (IACM)
pada Inspektorat Perpustakaan Nasional Nomor : LEV-132/D2/01/2015 Tanggal
13 November 2015, Inspektorat Perpustakaan Nasional masih berada di Level 1
(Initial), artinya di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya belum atau tidak
ada praktik pengawasan yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih
tergantung kepada kinerja individu auditor yang dimiliki sehingga APIP belum
dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum
dapat mencegah korupsi. Dan dari hasil evaluasi atas kapabilitas APIP
Inspektorat sampai dengan bulan Mei 2018 Melalui Laporan Hasil Kegiatan
Bimbingan teknis Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Nasional
nomor: LBINAPIP-58/D201/2018 Tanggal 26 juni 2018 kapabilitas APIP
Inspektorat Perpustakaan Nasional berada pada Level 2 Dengan Catatan yang
artinya APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan
mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Terkait dengan hal itu, Presiden
mengamanatkan BPKP selaku pembina APIP untuk mengawal peningkatan level
kapabilitas APIP di setiap K/L/D untuk mencapai 85% pada level 11l dan 1% pada
level I, dalam jangka waktu lima tahun ke depan (BPKP, 2016).

Adanya target RPJMN tahun 2015-2019 yang ditetapkan pemerintah,

menuntut secara maksimal peran APIP agar memiliki kapabilitas yang memadai



untuk mencapai level Il integrated. APIP dalam hal ini diharapkan mampu
memberikan layanan audit kepatuhan; audit kinerja; pemberi saran; serta mampu
mencegah, menangkal, dan mendeteksi tindakan penyimpangan terhadap
ketentuan yang berlaku (BPKP, 2016). Salah satu alat yang dapat dipakai untuk
mengukur efektivitas peran APIP ialah dengan menggunakan model penilaian
yang disebut IACM.

The Institute of Internal Auditor Research Foundation (IIARF) telah
mengembangkan Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit
Capability Model (IACM), vyaitu suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi
aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif
disektor publik. IACM menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor
publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi
persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IACM menunjukkan
langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat
menuju kondisi yang kuat dan efektif, terkait dengan organisasi yang lebih matang
dan kompleks (IIARF, 2009).

IACM merupakan suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-
aspek fundamental yang diperlukan untuk pengawasan internal yang efektif di
sektor publik. Dalam konsep IACM terdapat lima level kapabilitas APIP: level |
initial, level Il infrastructure, level Il integrated, level IV managed, dan level V
optimizing (IIARF, 2009). IACM merupakan suatu model yang bersifat universal
yang didesain oleh 1A mulai tahun 2004 untuk membangun internal audit yang

efektif di sektor publik dan sebagai road map bagi perbaikan kapabilitas APIP.



Pemilihan model ini untuk mengukur dan meningkatan kapabilitas APIP di
Indonesia karena model ini telah dipraktikkan secara internasional dan
dikembangkan dengan mengacu kepada praktek tata kelola yang baik dan berlaku
secara universal di seluruh dunia. Selain itu, IACM juga dapat dinilai sendiri (self
assessment) oleh masing-masing APIP dengan elemen kunci tertentu dan telah
lengkap dengan langkah-langkah untuk peningkatan levelnya. IACM merupakan
tools untuk menilai dan meningkatkan kapabilitas APIP yang dilakukan secara
mandiri dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang
kuat, efektif, dan organisasi APIP yang lebih matang dan kompleks.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 peran dan tugas APIP : memberikan
keyakinan yang memadai,memberikan early warning dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata
kelola. Oleh karena itu, Inspektorat harus didukung, salah satunya dengan auditor
yang profesional dan kompeten. Inspektorat Perpustakaan Nasional telah
melakukan upaya untuk peningkatan kapabilitasnya dan pada saat ini Inspektorat
Perpustakaan Nasional telah berada pada level 2 dengan catatan, yang artinya
belum seluruh elemen pada level 2 dapat dipenuhi. Dan masih terdapat kendala-
kendala yang dihadapi untuk dapat mencapai level 3 sesuai dengan target nasional
yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi dan target dari BPKP.

Uraian secara singkat area perubahan yang diharapkan dalam rangka peningkatan

kapabilitas APIP mencakup pemenuhan Key Process Area Level 2 dan Level 3

menurut masing-masing elemen digambarkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel. 1.1. Key Process Area Level 2 dan Level 3 IACM

NO

ELEMEN

KRITERIA KPA
LEVEL 2

KRITERIA KPA LEVEL 3

Peran dan Layanan

1. APIP memberikan
jasa pengawasan
ketaatan (compliance
auditing)

1. APIP melaksanakan value
for money audit/ audit
kinerja untuk menilai
keekonomisan, efisiensi,

APIP efektivitas.
2. APIP memberikan jasa
konsultansi (advisory
Services).
2. APIP 3. Adanya koordinasi SDM
mengidentifikasi dan APIP (Workforce), sehingga
merekrut tenaga SDM rencana pengawasan
yang kompeten, (PKPT) sesuai dengan
sehingga kegiatan ketersediaan SDM.
pengawasan
dilaksanakan oleh
auditor yang kompeten.

2 Manajemen SDM | 3. APIP telah 4. Tersedianya staf APIP
melakukan yang profesional, yang
pengembangan profesi | dikukuhkan dengan
bagi individu auditor sertifikasi dari organisasi
melalui Diklat, profesi.

PKS/PPM, dan 5. Pengembangan

bentuk- bentuk kompetensi SDM APIP

pengembangan profesi | berbasis tim (team

yang lainnya. building).

4. Perencanaan 6. Perencanaan Audit

pengawasan disusun Berbasis Risiko, yang di

berdasarkan pada fokuskan pada skala

prioritas manajemen/ prioritas pada risiko

pemangku kepentingan. | tertinggi

5. APIP memiliki 7. APIP memiliki kerangka
3 | Praktik Profesional | kerangka kerja praktik | kerjauntuk  mengelola

profesional berikut
prosesnya (menetapkan
standar audit yang
digunakan, kode etik,
pedoman audit, SOP
pelaksanaan audit).

kualitas kegiatan
pengawasannya (QAIP).




Akuntabilitas dan

6. Adanya Rencana
Kerja
Tahunan/Renja
(business plan).

8. APIP memiliki kebijakan,
sistem dan prosedur
pelaporan manajemen
kegiatan pengawasan
(misalnya; SIMONEYV,
AKIP).

4 . o 7. Tersedianya anggaran | 9. Adanya sistem informasi
Manajemen Kinerja - . .
operasional kegiatan keuangan/biaya, yang
pengawasan. mengacu pada standar biaya
yang berlaku.
10. Adanya sistem
pengukuran kinerja (Tapkin
dan LAKIP)
8. Adanya pengelolaan | 11. APIP meruapakan
tugas pokok dan fungsi | bagian dari komponen Tim
di internal APIP Manajemen K/L/D yang
Integral.
12. Terselenggaranya
5 Hubungan dan koordinasi dengan pihak

Budaya Organisasi

lain (other review groups)
yang memberikan jasa
konsultansi dan penjaminan
(assurance and advisory
services)

6 | Struktur Tata Kelola

9. Hubungan pelaporan
telah terbangun.

13. APIP memiliki
mekanisme pendanaan yang
dapat mengidentifikasi
dampak pembatasan sumber
daya terhadap cakupan
tugas pokok dan fungsinya.

10. APIP memiliki
akses penuh terhadap
informasi, aset, dan
personil unit organisasi
Lembaga

14. Dilakukannya
pengawasan manajemen
terhadap kegiatan APIP
(oversight body)

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dalam penelitian ini

yang menjadi rumusan permasalahan adalah: Bagaimanakah upaya peningkatan




Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Internal Audit

Capability Model (IACM) di Inspektorat Perpustakaan Nasional ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapabilitas APIP di Inspektorat
Perpustakaan Nasional, Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam
mencapai level 3 kapabilitas APIP dan menganalisa upaya-upaya untuk mengatasi

permasalahan dalam mencapai level 3 APIP

D. Manfaat Penelitian

1. Terhadap Kepentingan Dunia Akademik
Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang
internal audit dan best practice pengelolaan organisasi internal audit pemerintah

yang efektif, Peningkatan Kapabilitas APIP dan pelaksanaannya dilapangan

2. Terhadap Dunia Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat
digunakan sebagai acuan bagi APIP di Inspektorat Perpustakaan Nasional dalam
upaya menentukan strategi untuk mencapai tingkat kapabilitas APIP. Penelitian
ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai model bagi penelitian lanjutan yang

sejenis.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV secara umum dapat
disimpulkan bahwa Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) dengan Internal Audit Capability Model (IACM) pada Inspektorat
Perpustakaan Nasional belum optimal, namun ada beberapa indikator yang sudah
tercapai sesuai dengan persyaratan IACM. Untuk lebih jelasnya kesimpulan ini

akan diuraikan per aspek/elemen sebagai berikut:

1. Peran dan Layanan APIP
a) Pada KPA Audit Audit Kinerja/Program Evaluasi :
Inspektorat Perpustakaan Nasional telah menerapkan Audit kinerja untuk
mengetahui atas 3E , efektivitas, ekonomis dan efisien, namun belum
meningkatkan perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan proses
pengendalian organisasi karena audit kinerja yang dilakukan baru sekali
dan dalam pemantauan hasil tindak lanjut audit kinerja ini belum
dilakukan secara maksimal. Internal audit charter baru mengungkap
sebagian mengenai sifat jasa assurance yang dapat diberikan APIP saat ini
(value for money audit/3E) yaitu hanya pada aspek efektivitas dan

efisiensi saja.
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b)

Pada KPA Layanan Konsultasi :

Jasa advis yang diberikan telah dapat memberikan nilai tambah bagi
organisasi yakni sebagai peringatan dini atau early warning system, namun
dalam praktiknya layanan yang diberikan belum bisa menjamin adanya
indepedensi dan obyektifitas, karena dalam pemenuhan bukti dokumen self
assessment belum tersedia surat pernyataan independensi dan objektivitas
auditor dan kuisioner kepuasan pelayanan pengawasan. Dan didalam
Internal audit charter belum mengungkap jenis-jenis advisory services

yang dapat dilakukan Inspektorat aat ini.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

a)

b)

Pada KPA Koordinasi Tim

Inspektorat Perpustakaan Nasional telah mengestimasi jumlah dan ruang
lingkup kegiatan audit dan Kkegiatan pengawasan lainnya dan
membandingkan dengan jumlah dan keahlian SDM yang tersedia namun
prioritas kegiatan pengawasan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan
kapasitas pegawai APIP belum sepenuhnya dilakukan.

Pada KPA Pegawai yang Berkualifikasi Profesional

Telah terdapat kerangka kompetensi setiap jabatan yang mencakup pola
pengembangan karir dan kriteria penilaian kinerja. Penetapan kriteria
secara jelas dan objektif untuk melakukan evaluasi kinerja pegawai pada
setiap level diwujudkan dalam bentuk Sistem Penilaian Kinerja Pegawai

(SKP) untuk melakukan penilaian efektivitas kinerja auditor, untuk
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memantau kinerja auditor dilakukan penilaian saat penugasan sebagai
bahan pertimbangan penugasan berikutnya. Selain itu Inspektorat
Perpustakaan  Nasional belum memiliki mekanisme pemberian
reward/penghargaan bagi pegawai sebagai bentuk meningkatkan motivasi
untuk bekerja lebih baik. Program pengembangan sertifikasi jabatan
fungsional auditor sudah ada, namun jumlah auditor yang diusulkan untuk
mengikuti sertifikasi masih terbatas bila dibandingkan dengan keseluruhan
jumlah auditor.
c) Pada KPA Membangun Tim dan Kompetensinya

Secara khusus belum tersedia program pengembangan kompetensi tim,
namun Inspektorat Perpustakaan Nasional telah mengatur komposisi
dalam suatu tim sesuai dengan kompetensi auditor sehingga diharapkan
tercipta suasana tim yang kondusif. Tim-tim tersebut telah saling berbagi
pengetahuan dan pengalaman diwujudkan dalam forum untuk memberi
kesempatan saling berbagi pengetahuan antar tim diantaranya dalam

Program Pengembangan Mandiri.

3. Praktik Profesional
a) KPA Perencanaan Audit Berbasis Risiko
Perencanaan penugasan audit berbasis risiko dengan mempertimbangkan
auditan yang mempunyai tingkat risiko tinggi hanya didasarkan kepada

unit kerja yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat.
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b) KPA Kualitas Kerangka Kerja Manajemen
Telah ada proses kendali mutu atas pelaksanaan pengawasan Intern
pengembangan kebijakan, praktik dan prosedur yang mendukung
perbaikan kinerja APIP yang berkelanjutan. Proses kendali mutu
diwujudkan dalam bentuk supervisi atas setiap tahapan pekerjaan audit
yang dilakukan secara berjenjang, dalam prakteknya supervisi tersebut
belum didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit (KKA). Pelaksanaaan
dan pemeliharaan kegiatan program quality assurance dan perbaikannya
dilakukan dalam bentuk telaah sejawat yang di lakukan oleh APIP dari
instansi lain, namun tindak lanjut hasil dari rekomendasi telaah sejawat
belum dilakukan. Praktik pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya
meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dalam hal ini
Inspektorat Perpustakaan Nasional belum membuat surat pernyataan
independensi dan objektivitas auditor serta belum dibuat kuesioner

kepuasan pelayanan pengawasan.

4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
a) Pelaporan Manajemen APIP
Inspektorat Perpustakaan Nasional telah mengidentifikasi kebutuhan dan
persyaratan  pelaporan  manajemen  APIP  untuk  kepentingan
pertanggungjawaban dan akuntabilitas manajemen APIP berupa LAKIP
Inspektorat, Laporan Triwulanan Inspektorat, dan rapat-rapat teknis.

Dalam hal pelaporan hasil tindak lanjut atas laporan hasil audit masih
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b)

dilakukan secara manual melaui aplikasi spreadsheet yang ada (belum
mempunyai sistem tersendiri) yang memiliki keterbatasan dalam hal
mengetahui progress laporan, histori serta tidak bisa dimonitoring setiap
saat oleh pimpinan.

Informasi Biaya

Belum terdapat sistem informasi biaya sendiri  untuk melaksanakan
kegiatan pengawasan untuk melakukan pemantauan keuangan secara
organisasi. Dimana Inspektorat masih menggunakan sistem informasi
berbagi yang disediakan Kementerian Keuangan, sehingga belum
sepenuhnya bisa memastikan bahwa struktur biaya masih relevan dan
informasi bahwa biaya tersebut dihasilkan/diperoleh dengan cara yang
paling efisien dan ekonomis. Juga digunakan sebagai pengendalian biaya
program / kegiatan pengawasan yang dilakukan dan sebagai salah satu
dasar pengambilan keputusan.

Pengukuran Kinerja

Inspektorat Perpustakaan Nasional telah mengembangkan indikator-
indikator memungkinkan untuk mengukur dan melaporkan kinerjanya dan
melakukan pemantauan secara rutin atas kemajuan pencapaian target guna
memastikan bahwa hasil dicapai seekonomis dan seefisien mungkin yang
diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Inspektorat dan Rencana
Kerja Tahunan Inspektorat yang dipantau dan dievaluasi secara berkala

secara mandiri maupun oleh Pimpinan.
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5. Hubungan dan Budaya Organisasi

a)

b)

KPA Manajemen Tim yang Integral

Inspektorat Perpustakaan Nasional telah menjadi komponen manajemen
tim vyang integral dengan berpartisipasi aktif dalam mendukung
manajemen organisasi. Bentuk partisipasi hadir dalam forum-forum
penting yang diselenggarakan manajemen organisasi guna mengetahui
perkembangan strategis dan operasional kegiatan pengawasan intern serta
isu-isu tentang risiko, sistem, prosedur, dan jenis pengendalian pada
kegiatan pengawasan intern. Inspektorat Perpustakaan Nasional telah
menjadi penghubung organisasi Lembaga (sebagai wakil manajemen)
dalam berkoordinasi dengan auditor eksternal. Dan Inspektur sebagai
pimpinan APIP telah dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan
(penting) dalam tim manajemen organisasi Lembaga dan selalu diminta
masukannya dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

KPA Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan
Penjaminan

Telah ada aktivitas berbagi informasi dan berkoordinasi dengan pihak
external maupun internal, terkait dengan penyediaan jasa pemberian advis
dan penjaminan. Hal ini didukung dalam Internal Audit Charter yang
dimiliki Inspektorat Perpustakaan Nasional, dimana telah mengidentifikasi
pihak-pihak lain yang menyediakan jasa advis dan penjaminan juga
mencakup hubungan kerja dan koordinasi dengan unit pemberi jasa

penjaminan dan pemberi saran lainnya. Komunikasi yang dilakukan
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dengan auditor eksternal maupun dengan pihak penyedia jasa lainnya telah
dapat meminimalisir duplikasi atas kegiatan pengawasan dan

memaksimalkan cakupan kegiatan pengawasan.

6. Struktur Tata Kelola

a)

b)

KPA Mekanisme Pendanaan

Penyusunan PKPT Inspektorat Perpustakaan Nasional sudah mengikuti
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dimana dalam Peraturan tersebut
disebutkan bahwa APIP sudah harus mencantumkan jumlah SDM, hari
pemeriksaan dan penganggarannya. Selain itu Inspektorat Perpustakaan
Nasional belum memiliki anggaran yang memadai untuk dapat
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Dampak dari
adanya pembatasan sumber daya tersebut telah dikomunikasikan kepada
jajaran pimpinan dalam organisasi lembaga, namun hasil dari komunikasi
tersebut belum membuahkan hasil.

KPA Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP

Telah ada proses /mekanisme dalam organisasi Lembaga yang melibatkan
pimpinan organisasi untuk mengawasi, memberikan saran, dan mereviu
hasil-hasil dari kegiatan APIP untuk menguatkan independensi dan
memastikan tindakan yang tepat telah dilaksanakan, guna meningkatkan

dukungan terhadap APIP dan memperluas ruang lingkup APIP. Bentuk
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pengawasan dari organisasi yang telah dilaksanakan adalah dalam bentuk
evaluasi pelaksanaan dan arahan prioritas pengawasan oleh Sekretaris
Utama, Deputi dan Kepala Perpustakaan Nasional. Bentuk pengawasan
masih berupa pengawasan dari atas ke bawah, belum ada pengawasan

yang datangnya dari stakeholder

B. SARAN

1. Peran dan Layanan APIP

Inspektorat Perpustakaan Nasional dalam hal pelaksanaan Audit Kinerja baru
melakukannya sebanyak sekali, disarankan agar Inspektur Perpustakaan
Nasional untuk melakukan : Pengembangan secara sistematis praktik
pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Perpustakaan Nasional, dan
mendorong atau memfasilitasi kegiatan Bintek, workshop, pendidikan dan
pelatihan terkait praktik audit kinerja dan atau sejenisnya.

Pada KPA Layanan Konsultasi, atas arahan Inspektur, Kasubag Tata Usaha
Inspektorat Perpustakaan Nasional agar memerintahkan staffnya menuangkan
narasi terkait dengan layanan konsultasi beserta jenis-jenis layanan
konsultasinya pada Internal Audit Charter dan membuat Surat Pernyataan
independensi dan objektivitas auditor dan melakukan kuisioner kepuasan
pelayanan pengawasan untuk menjamin adanya indepedensi dan obyektifitas

saat pemberian jasa advis,
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2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Inspektur agar mendorong
auditornya menjadi auditor professional melalui pengikutsertaan diklat
substantif maupun diklat sertifikasi yang didasarkan pada kebutuhan
organisasi.

Kasubag Tata Usaha atas arahan Inspektur agar membuat mekanisme
pemberian reward kepada pegawai Yyang merupakan salah satu upaya untuk
memberikan motivasi bagi pegawai yang berkinerja baik karena selama ini
belum ada bentuk reward yang diberikan dan hal ini merupakan salah satu
komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai level 3 kapabilitas APIP yang
dituangkan dalam Pedoman reward dan punishment bagi pegawai di

lingkungan Inspektorat Perpustakaan Nasional.

3. Praktik Profesional
e Agar Inspektur dan Kasubag Tata Usaha dan seluruh elemen yang
memiliki kompetensi di Inspektorat Perpustakaan Nasional untuk
nelakukan Perencanaan Audit berbasis risiko dalam Program Kerja
Pemeriksaan Tahunannya berdasarkan peta Auditan yang memuat
mengenai identifikasi dan penanganan risiko, sehingga pemilihan auditan
yang berisiko tidak hanya berdasarkan kriteria pada unit kerja yang

melakukan pelayanan umum saja.
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Auditor atas arahan Inspektur melaksanaaan dan memeliharaan kegiatan
program quality assurance dan perbaikannya dengan melakukan tindak
lanjut hasil dari rekomendasi telaah sejawat yang dilakukan APIP lain.

Atas arahan Inspektur, Kasubag Tata Usaha Inspektorat Perpustakaan
Nasional agar membuat surat pernyataan independensi dan objektivitas
auditor serta kuesioner Kkepuasan pelayanan pengawasan guna

meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Kasubag Tata Usaha disarankan segera membangun Sistem Informasi Tindak

Lanjut Laporan Hasil Audit yang memiliki kemampuan untuk melakukan

pencatatan temuan auditor maupun tindakan koreksi yang telah dilakukan oleh

auditi. Sistem ini juga diharapkan dapat memudahkan bagi pimpinan untuk

memonitoring tindak lanjut hasil audit setiap saat.

5. Hubungan dan Budaya Organisasi

Staff Tata Usaha disarankan melakukan pemdokumentasian berupa
laporan/notulen terkait rapat-rapat teknis yang diikuti oleh Inspektur dalam
hal menjadi bagian integral dalam tim manajemen Perpustakaan Nasional.
Inspektur agar mendorong manajemen Inspektorat untuk terus
meningkatkan dan mengembangkan kegiatan berbagi informasi dan
berkoordinasi dengan pihak eksternal maupun internal yang terkait dengan

penyediaan jasa pemberian advis dan penjaminan
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6. Struktur Tata Kelola
Pada Elemen ini kendali berada diluar kendali Inspektorat karena harus
berkoordinasi dan berkolaborasi dengan unit lain di luar organisasi APIP, baik
dari jajaran manajemen Perpustakaan Nasional maupun unit pengawasan lain
dan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari Kepala Perpustakaan Nasional dan
Sekretaris Utama. Inspektur disarankan memberikan pemahaman dan
keyakinan kepada Kepala Perpustakaan Nasional dan Sekretaris Utama terkait
peran penting Inspektorat Perpustakaan Nasional dalam membantu manajemen

organisasi mencapai tujuannya.
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